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UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
merupakan hak cksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak
ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan
Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait
untuk pelaporan peristiwa akwal yang ditujukan hanya untuk
keperluan penyediaan informasi aktual;

ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

iil. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah
dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan

iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu
pengetahuan yvang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk
Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan,
Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang vang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak

ckonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf 1 untuk

Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling

lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak

Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta

atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ckonomi

Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf

d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau

pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

2

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha
Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku yang berjudul
"Kemitraan Inti-Plasma-Bank di Sektor Perkebunan Pasca Undang-
Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Kepastian Hukum dan
Perlindungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan" ini dapat
diselesaikan dengan baik.

Sektor perkebunan merupakan salah satu pilar strategis
perekonomian Indonesia yang memegang peran vital dalam
mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam
perkembangannya, dinamika hubungan antara perusahaan
perkebunan (Inti), masyarakat sekitar (Plasma), dan lembaga
pembiayaan (Bank) selalu menjadi diskursus yang kompleks.
Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang membawa paradigma
baru dalam tata kelola perizinan dan investasi, yang secara langsung
mengintervensi pola kemitraan tripartit ini.

Buku ini hadir untuk membedah secara komprehensif bagaimana
regulasi pasca-UU Cipta Kerja memengaruhi ekosistem perkebunan
tersebut. Fokus utama analisis dalam buku ini diletakkan pada dua
bandul yang harus diseimbangkan oleh negara: kepastian hukum bagi
pelaku usaha (business certainty) dan perlindungan hukum bagi petani
plasma (social protection). Melalui kacamata Welfare State (Negara
Hukum Kesejahteraan), buku ini menguji apakah regulasi mutakhir
saat ini telah mampu memitigasi risiko ketimpangan struktural atau
justru memperlebar celah konflik agraria dan pembiayaan.

Penulis menyadari bahwa lahirnya karya ini tidak lepas dari
dukungan, diskusi, dan masukan dari berbagai pihak—baik rekan

sejawat akademisi, praktisi hukum, maupun para pelaku di sektor



perkebunan. Untuk itu, penulis menyampaikan apresiasi dan terima
kasih yang sebesar-besarnya.

Buku ini direkomendasikan bagi para akademisi hukum,
mahasiswa pascasarjana, pembuat kebijakan, praktisi perbankan, serta
pelaku usaha perkebunan yang ingin memahami peta jalan hukum
kemitraan perkebunan di era kontemporer. Penulis menyadari bahwa
buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan
saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di
masa depan.

Akhir kata, semoga pemikiran yang tertuang dalam buku ini
dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi
perkembangan hukum agraria dan hukum ekonomi di Indonesia,

serta membawa kemaslahatan bagi kesejahteraan petani Indonesia.
Medan, Juni 2026

Penulis
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BAB 1
PENDAHULUAN

Pola kemitraan inti-plasma merupakan salah satu instrumen
kebijakan agraria yang telah lama digunakan di Indonesia untuk
mendorong pemerataan ekonomi pedesaan dalam sektor perkebunan,
khususnya kelapa sawit dan karet, melalui pelibatan tiga pihak utama,
yaitu perusahaan inti sebagai pengelola dan pembina teknis, petani
plasma sebagai pemilik lahan dan tenaga kerja, serta bank sebagai
penyandang dana melalui skema kredit!.

Secara normatif, kewajiban perusahaan perkebunan untuk
memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah
20% (dua puluh persen) dari total areal yang diusahakan diatur dalam
Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan,
sebagai bagian dari konsep kemitraan usaha perkebunan yang
didasarkan pada prinsip saling memerlukan, mempercayai,
memperkuat, dan menguntungkan sebagaimana dirumuskan dalam
Pasal 1 angka 13 undang-undang a quo?.

Pengaturan kemitraan inti-plasma mengalami perubahan
signifikan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian dicabut dan digantikan

Bernhard Limbong, Pengusahaan Perkebunan: Kebijakan Ekonomi-
Politik Pengusahaan Perkebunan Indonesia, Margaretha Pustaka, Jakarta,
2015, hlm. 87.

?Pasal 1 angka 13 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
tentang Perkebunan.
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BAB II
LANDASAN TEORI NEGARA
HUKUM KESFJAHTERAAN

A. TEORI HUBUNGAN HUKUM (RECHTSBETREKKING)

Hubungan hukum (rechtsbetrekking) —merupakan konsep
fundamental dalam hukum perdata yang menjelaskan tentang adanya
ikatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan
kewajiban yang dapat dipertahankan secara hukum. Menurut
Sudikno Mertokusumo, hubungan hukum adalah hubungan antara
dua subjek hukum atau lebih mengenai suatu objek tertentu yang
diatur oleh hukum, sehingga menimbulkan akibat hukum yang dapat
dipaksakan oleh negara.*

Dengan demikian, hubungan hukum bukan sekadar interaksi
sosial, tetapi suatu ikatan yang memiliki kekuatan yuridis. Unsur-
unsur utama hubungan hukum meliputi subjek hukum, objek hukum,
isi hubungan (hak dan kewajiban), serta akibat hukum. Subjek hukum
dapat berupa orang atau badan hukum, sedangkan objek hukum
mencakup benda, jasa, atau prestasi tertentu.

Isi hubungan hukum adalah hak dan kewajiban timbal balik yang
lahir dari peristiwa hukum, sedangkan akibat hukum merupakan

konsekuensi apabila hak dan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.*®

¥ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar,
(Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 73.1

4 J. Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 21.
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BAB III
KONSEP KEMITRAAN INTI-
PLASMA-BANK

Dalam kerangka hukum positif, hubungan kemitraan antara
usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
dimaksudkan sebagai sarana alih keterampilan, teknologi,
permodalan, hingga akses pasar, dengan prinsip saling memerlukan,
saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
Hal ini antara lain tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang untuk
selanjutnya disebut “UMKM” serta pengaturannya dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan,
dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
yang untuk selanjutnya disebut (“PP UMKM?”). yang menekankan
kewajiban pihak Inti untuk membina dan mengembangkan
plasmanya, termasuk melalui bimbingan teknis, pembiayaan,
pemasaran, dan pemberian informasi yang memadai.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan sektor perkebunan
terbesar di dunia, terutama untuk perkebunan kelapa sawit, karet, dan
kakao, saat ini menghadapi tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan
standar global. Sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)
menjadi contoh nyata bagaimana tekanan global mengharuskan
adanya praktik kemitraan yang menghormati hak petani Plasma.
Tekanan internasional melalui sertifikasi global seperti Roundtable on

Sustainable Palm QOil (RSPO) ini telah mendorong perusahaan
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BAB IV
PENGATURAN HUKUM
SEKTOR PERKEBUNAN

Sektor perkebunan merupakan salah satu pilar penting dalam
perekonomian Indonesia yang memiliki peran strategis dalam
penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta
penyumbang devisa negara melalui komoditas ekspor seperti kelapa
sawit, karet, dan kopi.[l1] Namun, pengelolaannya kerap memicu
dinamika hukum yang kompleks, mulai dari tumpang tindih lahan,
konflik agraria dengan masyarakat adat, hingga isu keberlanjutan
lingkungan (sustainability).[2] Oleh karena itu, pengaturan hukum
yang kuat, adil, dan integratif sangat diperlukan untuk menjamin
kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

Sektor perkebunan memiliki peran strategis dalam perekonomian
nasional Indonesia, tidak hanya sebagai penyumbang devisa negara
tetapi juga sebagai penyerap tenaga kerja yang masif. Namun, sejarah
panjang sektor ini di Indonesia tidak lepas dari warisan kolonial yang
cenderung eksploitatif. Pasca kemerdekaan, negara berupaya
mereformasi hukum perkebunan agar sejalan dengan semangat
keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-
Undang Dasar 1945.

Pengaturan hukum sektor perkebunan mengalami dinamika yang
cukup signifikan, mulai dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958
tentang Perjanjian Perkebunan, hingga lahirnya Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) yang
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BAB YV
PENGATURAN KEMITRAAN
INTI-PLASMA-BANK DI
BIDANG PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT

Uraian teoritis dalam bagian sebelumnya menunjukkan bahwa
kemitraan Inti-Plasma-Bank tidak dapat dipahami hanya dari satu
cabang hukum, melainkan merupakan pertemuan antara hukum
perdata, hukum perusahaan, hukum perbankan, dan hukum agraria.
Kompleksitas hubungan tripartit tersebut menimbulkan kebutuhan
akan kepastian hukum sebagai fondasi utama agar hak dan kewajiban
setiap pihak dapat dijalankan secara seimbang. Kepastian hukum
menjadi penting karena tanpa jaminan normatif yang jelas, hubungan
hukum Inti-Plasma-Bank berisiko ditafsirkan secara sepihak oleh
pihak yang lebih kuat, terutama perusahaan Inti dan Bank.

Dalam konteks inilah rumusan masalah pertama difokuskan
untuk menelaah kepastian pengaturan kemitraan Inti-Plasma-Bank di
bidang perkebunan kelapa sawit dalam perspektif negara hukum
kesejahteraan Pancasila, khususnya terkait perlindungan hukum dan
pemenuhan hak-hak petani plasma sebagai warga negara. Pengaturan
baru ini telah mengubah kerangka normatif yang sebelumnya diatur
dalam UU Perkebunan 2014, khususnya terkait kewajiban perusahaan

inti dalam memfasilitasi kebun Plasma. Perubahan regulasi tersebut
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BAB VI
ANALISA HUKUM PENULIS

TERHADAP PUTUSAN KPPU NO.

02/KPPU-K/2021 TENTANG
KEMITRAAN PT GUTHRIE

PECCONINA INDONESIA DAN

KUD SINAR DELIMA

Rekonstruksi Normatif Pasal 35 ayat (1) UU 20/2008 jo. UU 11/2020
dan PP 7/2021

Tujuan dan karakter larangan “memiliki dan/atau menguasai” diatur

dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa

“Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro,

Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan

hubungan kemitraan.”

Penjelasan Pasal 35 (yang kemudian ditegaskan kembali dalam

UU 11/2020) merinci:

1.

Memiliki” = adanya kepemilikan secara yuridis atas
usaha/perusahaan dan/atau aset UMKM oleh Usaha Besar.
Menguasai” = adanya peralihan penguasaan secara yuridis atas
kegiatan usaha dan/atau aset UMKM oleh Usaha Besar dalam
pelaksanaan kemitraan.

Dari rumusan ini terlihat jelas bahwa tujuan larangan adalah

mencegah kemitraan semu: di atas kertas tampak sebagai hubungan

Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan | 93



BAB VII
MODEL IDEAL PEMBARUAN
PENGATURAN KEMITRAAN
INTI-PLASMA-BANK DI
BIDANG PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT

Implementasi kemitraan Inti-Plasma di Indonesia banyak
ditemukan pada komoditas kelapa sawit, khususnya di daerah
Provinsi Riau, Kalimantan, dan Sumatera Utara. Skema ini menjadi
salah satu syarat perusahaan perkebunan dalam memperoleh izin
usaha, dimana perusahaan diwajibkan bermitra dengan masyarakat
sekitar melalui pembangunan kebun Plasma minimal 20% dari total
areal izin.!®0

Namun, praktik di lapangan menunjukkan sejumlah persoalan
sebagai berikut:

Pertama, ketidaktransparanan dalam kontrak, terutama terkait

dengan skema pembiayaan pembangunan dan prasarana untuk kebun
Plasma yang seringkali membebani petani.
Kedua, distribusi keuntungan tidak proporsional, dimana

perusahaan Inti mendapatkan porsi yang lebih besar.

160 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan.
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BAB VIII
KORELASI POJK NO. 14 TAHUN
2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN
PERDAGANGAN KARBON
MEILALUI BURSA KARBON
DENGAN KEMITRAAN PLASMA
PERKEBUNAN

Konteks POJK No. 14 tahun 2023. POJK Nomor 14 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon
mengatur Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon. Aturan ini
menjadi instrumen hukum untuk mengoperasionalkan Peraturan
Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Intinya,
unit karbon yang mewakili penurunan emisi setara satu ton CO, dapat
diperdagangkan di IDXCarbon sebagai bursa resmi.

Hal ini berhubungan langsung dengan sektor perkebunan,
khususnya sawit, karena:

1. Perkebunan sawit dituding sebagai penyumbang deforestasi dan
emisi gas rumah kaca.

2. Program kemitraan Inti-Plasma menjadi bagian penting dari
rantai pasok sawit, sehingga praktik Plasma ikut dinilai dalam due
diligence karbon.
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BAB IX
PENGATURAN DAN
PELLAKSANAAN TANGGUNG
JAWAB HUKUM ANTARA
PERUSAHAAN INTI, PETANI
PLASMA, DAN BANK DALAM
POLA KEMITRAAN
PERKEBUNAN

A. TRIPARTIT ANTARA PERUSAHAAN INTI, PETANI

PLASMA, DAN BANK

Keterlibatan Bank dalam pola kemitraan Inti-Plasma
menimbulkan dimensi baru dalam relasi hukum sektor perkebunan.
Jika sebelumnya hubungan Inti-Plasma hanya bersifat bilateral, maka
dengan masuknya Bank sebagai penyedia pembiayaan, pola
kemitraan tersebut berubah menjadi tripartit. Secara normatif, Bank
tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU Perkebunan 2014 maupun
UU Cipta Kerja. Namun, praktik di lapangan memperlihatkan bahwa
pembiayaan usaha perkebunan hampir tidak mungkin dilakukan
tanpa dukungan lembaga keuangan.

Dengan demikian, posisi Bank dalam kemitraan Inti-Plasma

adalah de facto pihak ketiga yang ikut menentukan keberhasilan atau
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BAB X
PERLINDUNGAN HUKUM
PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN KEMITRAAN
INTI-PLASMA PERKEBUNAN

Pembangunan sektor perkebunan di Indonesia, khususnya
perkebunan kelapa sawit dan karet, banyak diselenggarakan melalui
pola kemitraan inti-plasma yang mempertemukan tiga pihak dengan
kepentingan dan kedudukan hukum yang berbeda, yaitu petani
plasma sebagai pemilik lahan dan tenaga kerja, perusahaan inti
sebagai pengelola dan pembina teknis, serta bank sebagai penyandang
dana melalui skema kredit?®.

Pola kemitraan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk
mendorong pemerataan ekonomi pedesaan, namun dalam praktiknya
seringkali menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar, terutama
antara petani plasma sebagai pihak yang relatif lemah secara ekonomi
dan informasi, dengan perusahaan inti yang memiliki modal,

teknologi, dan akses pasar yang jauh lebih besar?®.

25Bernhard Limbong, Pengusahaan Perkebunan: Kebijakan Ekonomi-
Politik Pengusahaan Perkebunan Indonesia, Margaretha Pustaka, Jakarta,
2015, hlm. 87.

2665alim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Sinar Grafika,
Jakarta, 2014, hlm. 211, dikutip dalam konteks pola kemitraan agribisnis
sebagai bentuk perjanjian kerja sama tidak seimbang antara pelaku usaha
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BAB XI
REKONSTRUKSI HUKUM
KEMITRAAN INTI-PLLASMA-
BANK

Pola kemitraan inti-plasma dalam sektor perkebunan, khususnya
kelapa sawit dan karet, melibatkan hubungan hukum tripartit antara
perusahaan inti, petani plasma, dan bank sebagai penyandang dana3®.
Hubungan hukum tripartit ini pada hakikatnya dibangun di atas tiga
kepentingan yang berbeda secara fundamental: kepentingan petani
plasma atas kesejahteraan dan kepastian penghasilan, kepentingan
perusahaan inti atas kepastian pasokan bahan baku dan pengembalian
investasi, serta kepentingan bank atas kepastian pengembalian kredit
beserta keuntungannya.

Ketiga kepentingan tersebut, apabila tidak diatur secara seimbang
dalam suatu kerangka hukum yang komprehensif, berpotensi
menimbulkan benturan kepentingan yang merugikan salah satu
maupun seluruh pihak.

Pengaturan kemitraan inti-plasma-bank di Indonesia saat ini
tersebar dalam berbagai peraturan sektoral yang tidak saling

terintegrasi, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang

33Bernhard Limbong, Pengusahaan Perkebunan: Kebijakan Ekonomi-
Politik Pengusahaan Perkebunan Indonesia, Margaretha Pustaka, Jakarta,
2015, hlm. 87.
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KEMITRAAN INTI-PLASMA-BANK
DI SEKTOR PERKEBUNAN
PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM
DAN PERLINDUNGAN
DALAM NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN

Perkebunan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Perspektif Kepastian

Hukum dan Perlindungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan”
mengkaji kepastian hukum, perlindungan hukum, dan tanggung jawab
hukum tripartit dalam pola kemitraan perkebunan kelapa sawit. Penelitian
ini bertumpu pada Teori Negara Hukum menuju Negara Kesejahteraan
sebagai grand theory, Teori Keadilan Pancasila dan Teori Perlindungan
Hukum sebagai middle range theory, serta Teori Kemitraan Ekonomi dan
Teori Kemitraan Tripartit yang Berkeadilan (TKTB) sebagai applied theory.
Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan studi
kasus, berbasis data sekunder yang dianalisis secara kualitatif-deduktif.
Pembahasan menunjukkan bahwa pasca UU Cipta Kerja terjadi pelemahan
kepastian hukum, karena kewajiban eksplisit 20% kebun plasma dihapus dan
hubungan Inti-Plasma semakin bergantung pada kontrak privat yang sering
disusun sepihak. Perlindungan hukum terhadap petani plasma belum efektif;
negara cenderung pasif sehingga distribusi manfaat dan risiko tetap tidak
seimbang. Dalam pola tripartit, Bank kerap menempatkan plasma sebagai
debitur langsung, sementara kontrol substantif berada pada perusahaan inti,
sehingga terjadi mismatch antararisiko dan kendali. Penelitian menyarankan
rekonstruksi pengaturan kemitraan melalui pengembalian standar minimal
kebun plasma, penegasan peran bank sebagai pihak dalam kontrak dengan
skema penjaminan kredit negara, kewajiban transparansi biaya dan
pembagian hasil, serta mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa
yang efektif berbasis doktrin TKTB.

Buku berjudul “Kemitraan Inti-Plasma-Bank dalam Sektor
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